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Tesisini membahas mengenai praktek Collaborative Governance dalam penanganan defisit anggaran pada
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Pemerintah telah mel aksanakan banyak program
top-down dalam penanggulangan defisit anggaran pada program JKN-KIS, tetapi upaya tersebut belum
menunjukkan tren positif pada peningkatan penerimaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
bidang Kesehatan. Keprihatinan terhadap kondisi tersebut telah menjadi perhatian berbagai pihak. Dengan
berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi sertatingkat partisipasi masyarakat, upaya kerjasama
dalam penanganan masalah publik kini tidak lagi hanyadi inisiasi oleh pemerintah. Lembaga swadaya
masyarakat pada kenyataannya dapat menjadi penggerak dalam tata kelola pemerintahan kolaboratif.
Penelitian ini bertujuan menjelaskan kecenderungan model collaborative governance yang digunakan pada
penanganan difisit anggaran pada program JKN-KIS di Indonesia. Basis teori yang digunakan adalah
collaborative governance dengan pengujian dan analisis melalui model collaborative governance yang
dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2007) dan Emerson dan Nabatchi (2015). Peneliti menggunakan
pendekatan postpositivism dengan metode hybrids yakni melalui analisis data kualitatif serta melakukan
konvers hasil penelitan kedalam bentuk grafik keuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
praktik kolaborasi yang terjadi tidak terdapat kecenderungan yang dominan pada masing-masing model
yang ada. Akan tetapi terdapat tiga kondisi yang terjadi: (1) kecenderungan pada salah satu, (2) percampuran
hybrid dari kedua model kolaborasi, dan (3) tidak memiliki cenderung pada model yang ada. Akan tetapi,
terdapat perbedaan antara model collaborative governance yang dirumuskan berdasarkan kasus-kasus yang
diteliti oleh Ansell dan Gash (2007) maupun Emerson dan Nabatchi (2015). Terakhir, penulis meyakini
bahwa tidak ada one-size-fits-all pada setiap model dan memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil
penelitianini.
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This thesis discusses the practice of Collaborative Governance in dealing with budget deficitsin the
National Health Insurance (JKN) program in Indonesia. The government has implemented many top-down
programs in overcoming the budget deficit on the JKN-KIS program, but these efforts have not shown a
positive trend in increasing revenues at the Health Social Security Organizing Agency (BPJS Kesehatan).
These conditions have become the concern of various parties. Through the devel opment of science and
technology and the level of community participation, efforts to collaborate in handling public problems are
no longer just initiated by the government agency. In fact, non-governmental organizations can be adriver
in collaborative governance. This study aims to explain the tendency of collaborative governance models
used in handling budget deficitsin the JKN-KIS program in Indonesia. The theoretical basisused is
collaborative governance with testing and analysis through collaborative governance models devel oped by
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both Ansell and Gash (2007) and Emerson and Nabatchi (2015). This research conducted through
postpositivism approach with the hybrids method that is qualitative data analysis and converting the results
of the research into quantitative graphs. The results of the study show that in collaborative practices that
occur there is no dominant tendency in each existing model. However, there are three conditions that occur:
(2) the tendency of one, (2) hybrid mixing of the two collaboration models, and (3) not having a tendency to
the existing model. However, there are differences between collaborative governance models formul ated
based on the cases examined by Ansell and Gash (2007) and Emerson and Nabatchi (2015). Finally, the
authors believe that there is no one-size-fits-all on each model and provide relevant recommendation to the
results of this study.



